
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

NOMOR 41 TAHUN 2025 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 
KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 dan 
Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana    telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-   Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah     diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun   2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara      
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan           Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

 
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 161); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 1114); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1391); 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan 
Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 435); 

 

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya. 
 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya. 
 
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut 

Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota 
Surabaya. 

 
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya 

disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Daerah Kota Surabaya. 

 
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 

unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI 

 

Pasal 2 
 

(1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang 
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta 
Invensi dan Inovasi. 

 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terdiri atas : 

 

a. Badan; 

b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan; 

c. UPT; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional yang terdiri atas: 

 
a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, 

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di daerah; dan 
 

b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, 
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan 
Inovasi di daerah. 

 
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

 
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 
(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Koordinator, dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator dibantu oleh 
Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua 
Tim Kerja.      

 
(6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan                 
Wali Kota ini. 
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BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Kesatu  

Badan 
 

Pasal 4 
 

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, 
memiliki tugas membantu Wali Kota dalam kebijakan, 
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan 
inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan 
melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai 
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala 
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. 

 
(2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang 
memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam 
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang 
kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila; 

 
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, 

kelembagaan, dan sumber daya penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi 
dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai 
pancasila; 
 

c. pengelolaan Kebun Raya Daerah; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset 
dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di 
daerah; 

e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan 
dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah; 
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f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 

g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh 
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; 

h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah; 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 

j. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota. 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 
 

Pasal 5 
 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun 
dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk 
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan 
lembaga dan instansi lain, pemberian dukungan teknis 
administrasi kepada Badan, melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
 

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, 
petunjuk teknis di bidang sekretariat; 

 
b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang 

sekretariat; 
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c. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, 
pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan 
sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang 
berpedoman pada nilai Pancasila; 

 
d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga 

dan instansi lain; 
 
e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas 

pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional; 

 
f. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan 

perundang-undangan dan penanganan masalah hukum; 
 
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen 

perencanaan berbasis gender dan risiko; 
 
h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil 

pengawasan; 
 
i. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja 
Aparatur Sipil Negara; 

 
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 
 
k. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan Barang Milik 

Daerah serta pengadaan infrastruktur riset meliputi 
seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 
riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, 
koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan 
dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional Substansi; 

 
l. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; 
 
m. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
 
n. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan 

verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan 
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

 
o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; 
 
p. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja 

Perangkat Daerah; 
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q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di 
Sekretariat; 

 
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja 

Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan 
strategis; dan 

 
s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 
 

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas 
tambahan sebagai Ketua Tim Kerja. 
 

 
Pasal 6 

 
(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:  
 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja 
dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan 
petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 
sama dengan lembaga dan instansi lain ; 

d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/ 
perubahan anggaran; 

e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan; 

f. menyusun laporan keuangan; 

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub 
Bagian Keuangan;  

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan strategis; dan  

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.  
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BAB IV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 
Pasal 7 

 
(1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

 
(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT diatur dalam 

Peraturan Wali Kota tersendiri. 
 
 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 
Pasal 8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional 
keterampilan. 

(2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kedudukan Jabatan Fungsional dalam unit organisasi 
tergambarkan pada dokumen Peta Jabatan yang ditetapkan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(4) Kelompok Jabatan fungsional bertugas untuk membantu 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan dan Sekretariat. 

(5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator 
sebagaimana Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan 
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dimiliki 
dan/atau diutamakan pejabat fungsional yang berasal dari 
penyetaraan jabatan Administrator. 

(6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang berasal dari 
penyetaraan jabatan Administrator, maka Pejabat lain dapat 
ditunjuk sebagai Koordinator melalui Keputusan Kepala 
Badan. 
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Pasal 9 

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, 
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, di daerah yang memperkuat fungsi dan
kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah
di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai
Pancasila:

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian
pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di
daerah;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,
penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di daerah;

e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10 

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, 
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat
fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan
daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada
nilai Pancasila;
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b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta 
kemitraan invensi dan inovasi di daerah: 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi 
dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan 
invensi dan inovasi di daerah; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang invensi dan 
inovasi untuk pengelolaan Kebun Raya Daerah; 

e. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah; 

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengeIolaan dan 
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah: 

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penelitian pengembangan, pengkajian, 
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya 
di daerah; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 
BAB VI 

TATA KERJA 
 

Pasal 11 
 

(1) Kepala Badan memiliki kewajiban : 
 

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya; 
dan 
 

b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan 
Badan maupun dengan instansi lain yang terkait. 

 
(2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian melaksanakan prinsip-

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. 
 

(3) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian masing-
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau 
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil 
pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-
masing. 
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(4) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
sesuai kebutuhan.

(5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

DALAM JABATAN 

Pasal 12 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2026. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Agustus 2025 

WALI KOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di ............ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Agustus 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE 
Pembina Utama Muda 

NIP 19690323 199602 1 001 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 41 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2025 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN 
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURABAYA 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

KOTA SURABAYA 

WALI KOTA SURABAYA, 

 ttd   

ERI CAHYADI 

BADAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

UPT 
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